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TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT
KORPzu KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas Sekretariat Korpri, sehingga
berdayaguna dan berhasilguna serta sebagai tindak
lanjut dari Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 1 Tahun 2}rc tentang Organisasi Tata
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Selatan rnaka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran
T\rgas Pokok dan Fungsi Sekretariat Korpri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarra
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengalr
Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat :7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tg1g tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Noneor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang
Keuangan Negara {tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lemba.ran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20F,4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 44371 sebagaineana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2Q08 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nofnor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pernerintahan Daerah (Lerybaran Negirra Repuhlik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tam.bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOA Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48a!;
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7.

8.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2olt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5a94);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OLO tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OOO Nomor L97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 )
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 13 tahun 2OO2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2OO2 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a19fl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2$l;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

72. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OAs
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
F(omor a593 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian u.rusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan
( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2OO8 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabrrpaten Barito Selatan Nomor
1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2013 Nomor 1);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 57 Tahun 2OO7
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nornor PER/13/M.PAN/5/2OO8 tentang Eselonisasi
Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan
Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2OOg
Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi
dan Kabupaten/Kota ;

2O. Peraturan Menteri dalam Negeri Nornor 7O Tahun 2al2
Tentang pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2A14
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 32 );

MEMUTUSKAN:

IVlenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I
K TEIETt'AH T'MTIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas luasnya dalam sistim dan
prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaga"imana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Dalam hal ini Bupati dan Wakil
Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur
pemerintanan daerah

4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

penyelenggara

5. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan adalah unsur
pelayanan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap
Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan.

6. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan merupakan
lembaga struktural, dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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BAB II
SUSUNAII ORGAMSASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan terdiri dari :

a. Sekretariat;
b. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kerjasama;
c. Kepala Sub. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
d. Kepala Sub. Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

BAB III
PENJABARAN TUGAS ROKOK DAil FUNGSI

SEKR TARIAT

Pasal 3

(1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengkoordinasian penyiapan bahan
perencanaan, pembinaan, evahrasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat,
pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan,
kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan
tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan
berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna raenunjang petraksa.naan
tugas Sekretariat

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan pen5rusunan rencana strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan
Kinerja Sekretariat.

b. Pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Sekretariat ke
dalam RKPD serta PPAS.

c. Pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya
LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM.

d. Pengkoordinasian penyiapa.n monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan.

e. Pengkoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan perubahan RKA
serta rancangan DPA dan DPA Perubahan.

f. Pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan
penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menJrurat, pengel,olaan kearsipan
dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian,
rumah tangga, sarana dan prasarana Sekretariat

g. Pelaksaraan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Sekretariat sebagaineana dimaksud pada ayat {1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

{1) Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :

a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
b. Sub Bagran OIah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
c. Sub Bagran Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Sub Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, yang dalarn melaksanakan tu.gasnya berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Sekretaris.
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Paragraf 1

SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama, mempunyai tugas Pokok melaksanakan
penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasarna
dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan rencana program dan kegia"tan Sub. Bagian Umum dan
Kerjasama;

b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup umum dan kerjasama;
c. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah rnaupun pihak

ketiga;
d. Menyelenggarakan urusan surat-men1rurat, kearsipan, kepustakaan,

dokurnentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
e. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan a.ngga"ran,

perbendaharaan, pernbukuan dan pen5rusunan laporan keuangan ;
f. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penSrusunan rencana kerja;

/-\ g. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
h. Menyelenggarakan fasilitasi koordinasi dan kerjasama;
i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus

Korpri sesuai dengan tugas dan fi.rngsinya.

Paragraf 2
SUB BAGIAII OL'AIIRAGI9 SEItt , EUDAYA, MEIITAL DAI{ ROIIANI

Pasal 6

(1) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas
pokok Melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan
rohani.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.

a. MenSziapkan rencana-, program dan kegiatan Sub. Bagian Olahraga, Seni,
Budaya, Mental dan Rohani;

b. MenSrusun bahan petunjuk teknis lingkup Olahraga, Seni, Budaya, Mental
dan Rohani;

c. Memfasilitasi dan pemberian dukungan penyelengganaan, pembinaan dan
pengembangan Olah r aga;

d. Memfasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan
pengb,mbangErn seni budaya;

e. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan mental dan
agama;

f. Melaksanakan eva.luasi dan pen5rusu.nzln laporan pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus

Korpri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
suB BAGTAII USAITA, BAilTUAlr HUKI rfi DAI{ SOSIAL

Pasal 7
(1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukurn dan Sosial mempunyai tugas pokok

menJrusun kebijakan dan program kegiatan usaha, rneningkatkan kesejahteraarT-
anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.



{2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan rencana program dan kegiatan Sub. Bagian Usaha, Bantuan
Hukum dan Sosial;

b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup usaha, bantuan hukum dan sosial;
c. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan perqrusunan rumr-rsan

kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
d. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan

kesejahteraan anggota;
e. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penJrusunan kebijakan

pemberian bantuan bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian,
kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;

f. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan, pemberian bantuan
dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;

g. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan, pemberian bantuan
dan dukungan terhadap perrnasalahan hukum dan sosial;

h. Melaksanakan evaluasi dan pen5rusunan laporan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus

Korpri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
I{ TENTUAT{ PENUTUP

Pasal 8

Pembagian tugas masing-masing unsllr orga.nisasi pada pemangku jabatan di
lingkungan Sekretariat Korpri diatur lebih lanjut oleh Sekretaris.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Diundangkan di Buntok.
Pada tanggal i -. " 2014

IS DAERAH
RITO SELATAN,

J

''.: .-':-'-
BERITA DAE-RAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal f nP::i1 2O1,i.

v-h '' It[_..,F^qE\J7b-_ tr1\€ -q ELry:l

;.'i-,^''. $DL.,. :r,li ,l"ti.\
TAHUN 2OI4 NOMOR 'J
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